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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAEREAH KABUPATEN BENGEALIS

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGEKALIS,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD]) Tahun Anggaran
2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan Bersama;

. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;

. Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomaor 25);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ({lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipa Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) schbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340;
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45735);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politk (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubermnur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Kabupaten Bengkalis;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

21.

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781):

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

28.

29,

Memperhatikan :

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

Keputusan Menteri Dalam Negern Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis;

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis;

5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Bengkalis;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkalis;

7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;

Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Benghkalis;

10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis;

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran vang selanjutnya disingkat
DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan cleh Pengguna Anggaran.

e

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah.



Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
scbesar Rp3.626.160.805.381 (tiga triliun enam ratus dua puluh
enam miliar seratus enam puluh juta delapan ratus lima ribu tiga
ratus delapan puluh satu rupiah) vang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah; dan
b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp521.581.319.062 (lima ratus dua
puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus
sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah), yang terdin atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Epl..':l-ﬁ- 835.000.000 (seratus tiga puluh
enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

{3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl4.128.851.726 (empat belas miliar
seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu
ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
scbesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan secbesar
Rp332.617.467.336 (tiga ratus tiga puluh dua miliar enam ratus
tujuh belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus
tiga puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b direncanakan sebesar Rp3.104.579.486.319 (tiga triliun seratus
empat miliar lima ratus tuyjuh puluh Sembilan juta empat ratus
delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah), yang
terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
b. Pendapatan transfer antar daerah;

(2) Pendapatan  transfer pemerintah  pusat  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl a direncanakan sebesar
Rp.2.867.308.655.346 (dua triliun delapan ratus enam puluh
tujuh miliar tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh lima
ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
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(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.270.830.973 [dua
ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan
ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal &

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rpd.135.901.040.461 (empat triliun seratus tiga puluh lima
miliar sembilan satu juta empat puluh ribu empat ratus enam puluh
satu rupiah), yang terdiri atas:

a.
b
=M
d. Belanja Transfer.

(1]

12)

(3)

(4)

(&)

Belanja Operasi;

. Belanja Modal;

Belanja Tidak Terduga; dan

Pasal 7

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
huruf a direncanakan sebesar Rp3.015.349.523.681 (uga trillun
lima belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus
dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Subsidi;

d. Belanja Hibah; dan

e. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl.384.645.680.459 (satu triliun tiga
ratus delapan puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima
juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh
Sembilan rupiah);

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl1.447.990.470.278 (satu triliun
empat ratus empat puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan
puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh
delapan rupiah);

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp21.487.652.312 (dua puluh satu miliar
empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua
ribu tiga ratus dua belas rupiah);

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d -
direncanakan sebesar Rpl137.290.243.734 (seratus tiga puluh
tujuh miliar dua ratus Sembilan puluh juta dua ratus empat puluh
tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
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(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp23.935.476.898 [dua puluh tiga miliar
Sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam
ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b direncanakan sebesar Rp5379.078.822.352 (lima ratus
tujuh puluh sembilan miliar tujuh puluh delpan juta delapan ratus
dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah}, yang terdiri
atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;.

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.046.752.281
(sembilan puluh miliar empat puluh enam juta tujuh ratus lima
puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.931.745.332
(sembilan puluh tujuh miliar Sembilan ratus tiga puluh satu juta
tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua
rupiah).

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp390.350.024.739
(tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta dua
puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp640.000.000 [enam ratus
empat puluh juta rupiah).

(6) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rpl10.300.000 (seratus sepuluh
miliar tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Angparan Belanja Tidak Terduga sebagmimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp22.484.915.720 (dua puluh
dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima
belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja
Tidak Terduga.

Pasal 10

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf d direncanakan sebesar Rp518.987.778.708 (lima ratus
delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta
tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah),
yvang terdiri atas:



a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp15.096.385.173 (lima belas
miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima
ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.891.393.535
(lima ratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta
tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima
rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp509.740.235.080 (lima ratus sembilan miliar tujuh
ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan
puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayvaan.
Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11  huruf a direncanakan sebesar
Rp539.740.235.080 [lima ratus tiga puluh sembilan miliar
tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu
delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp539.740.235.080 (lima ratus tiga puluh sembilan
miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima
ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.0000
(tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)
sebesar Rp(509.740.235.080) (lima ratus sembilan miliar tujuh
ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan
puluh rupiah).



10

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp509.740.235.080 (lima ratus sembilan miliar tujuh
ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan
puluh rupiah).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperiuan mendesak, maka
dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
danfatau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024,

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3} Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan,

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yvang
bersifat wajib;

¢. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yvang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD vang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

2. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;



3. Lampiran Il

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX
10. Lampiran X

11. Lampiran XI
12. Lampiran XII

13. Lampiran X111

14, Lampiran XIV

15. Lampiran XV
16. Lampiran XVI
17. Lampiran XVII

18. Lampiran XVIII

19. Lampiran XIX

20. Lampiran XX

21. Lampiran XXI

11

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah  Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Yang Direncanakan;

Daftar Dana Cadangan;
Daftar Pinjaman Daerah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum
dan Bersifat Khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Belanja bagi Hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
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22. Lampiran XXIl Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

23. Lampiran XXIIl Rincian Dana Tambahan Insfrastuktur
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

24. Lampiran XXIX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota Pada  Daerah
Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang
APBD dan Rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal 17

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Pesenber 2027
BUPATI BENGKALIS, k

{

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS D H KABUPATEN BENGKALIS

E SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023 NOMOR 7



KABUPATEN BENGKALIS

Liamgpingn |

Parsisran Dasmah
Momor - 7 Tahun 2023
Tanggal : 1 Dassmber 2073

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE JUMLAH [Rp)
1 3
4 PENDAFATAN DAERAH
41 PEMDAPATAN ASLI DAERAH [PAD) 5Z1.881.319.062.00
4.4.01 Pajak Doeal 136.835.000.000,00
4100 Rutribarss Diaarah 14.128.851.726.00
41,008 Hasll Pengedolasn Kekaysan Daerab yang Dipisabikan 38.000.000.000,00
41,04 Latn-1in PAD yang Sah 332,617 467.336,00
4z PENDAPATAN TRANSFER 2.104,570.406.319,00
4201 Pendapatan Transler Pemerintah Pusat 2.BET.308.655.348,00
202 Pandapatan Transhs Antar Daerah 237.270.830.9T2.00
Jumish Pondapatsn 3626, 160.805.381,00
8 BELAMN.IA DAERAH
L& | BELAMJA OFERAS 1015349 523 681,00
51.0 Belarja Pegawal 1.384 845,580 455,00
5.1.02 Bolarys Barang dan Jes 1.447.990. 47027800
5.1.04 Bilarys Susrskd) 21.487 852, 312,00
5.1.08 Belarga Hibah 137.290.243.734,00
B.1.08 Ealania Bariuan Sosial 23.935 475.820,00
L BELANJA MODAL STH.0TE.B22.352,00
52.02 Bolangs Modat Peralatan dan Masin 20,048,752 281,00
5208 Balanja Modal Gedung dan Bangunan B7.801,745.332.00
6.2.04 Balanim Modal Jatan, Saringan, dan Ingasi 350,350,024, 739,04
52,05 Belanjs Modal Aset Telap Lainnya £:40.000,000, 00
52106 Betanjo Modal Aset Lainmya 110.300,000,00
53 BELANJA TIDAK TERDUGA I2.484.915.720,00
530 Bastanin Tidak Terdugs 22,484 915.720,00
54 BELANJA TRANSFER 518.987.TTE.T0S,00
54.01 Betanin Bagi Hasil 15,006,388 173,00
5402 Balanja Bankion Keusngan 5073 691,393 535,00
Jumiah Belanja 4.135.901.040.461,00
Total SurplusiDaofisit) -50, T40.T35.080,00
L PEMEIAYAAN DAERAM
6.1 PENERIMAAN PEMBLAYAAN 539, 740,235.080,00
8.1.0% Siso Lebih Pevhitungan Anggaran Tahun Sebelumrnya £33, T40.235.080,00
8.2 PEMGELUARAN PEMBIAYAAN 30,000,000 \M
i






66 CE0F S0-21 €208 Eped 4eiec | i4-OufS

%

§ ] o .
0'I55 CECBED L o' oo 0O° L vl P00 GER 0'50+ 165 P00 6L B0 UB B LT BRI DOy a0 0oy | =0
0 : : . D :

. . umuenbthmrisay
eoorioesagy: | 990 00'0 LT R — yRIseE EUEURg UEPER FUTEERd | 0000'L0'00°0000S0 | S0
@ 000 oD 0 0 DO'o YWVAN KYGLLMALE WV N 50
OGS OF3 EEZ ¥D 0Ll PO0EED L | 0'0G0 YR LERZD YR NYHY NSNS NYSEN
0o . o0 o . : : =
YRR SR L i g1 0o'n BSLSYEEDE PLL | O EO0OFE CEFED o LE RS MR LTS DR AN G ST DO0O' SO TP L | MO
oo ita oo o0’ 0 o NRADETNM I NS YA N 5
OEFDELSEL LLL GELSYETOERLL | O'FOREEERED HYHYRINY IS SO NyHY LN NySOHEn
00 oo’ 00 . .
651 97T 956 710G ] ' 2} RO A B2 | THL TR e 1CH UK BN TS 1 oy USRpELS UED Wl ueslRng SRUI0 | DOODSHODONO0T0TE0TE | €0
00 oo’ 00 ; DNV NYVAYNEd NYO WO
651 ercosezos | X0 oo Zivreazee 18z | urireateg iy | DOODDOOTSEL | i aEd ONVORE NYHYLNIHENEd NYSIEN 50
E 000 oona e 0o 0 Mgy UTIRLUETE Y RIS LIPS Py D00 0000000 L | 20
225 L6 66'DE) DOD0DOODOZS | TEEELESEL 0T | 000000000000
Do . ; (§] (i) [i] . . .
i el o 000 ooz essteat | Dersosiiseos | oooococaipes | TEUSE UORGNGEN UPRD W NS URLY | DO00'E000O0UEDS | 20
i 00’0 00t 00 00 0 umERsey SEI0 | 0000200000000 | 20
GES TG0y LOE 'BEEBEF LEZ LE | (IEZ OSIEErFOUE | ORI BED LIARE
. 00’0 0o'o o0 o0 o NVLYHISTH SNVOR NYHY LNHEINGd NYSNEn zo
‘ELEBRL Ol LS BRI L L AE .mNH.E.E.nE r'..__.ﬂ.m_m.h.m_m.n.mﬁu
oo 000 000 0 oo o0 ueppping B | 0000 L0000 LD | 10
O GO D i "L SEN I 0ECL | P82 B00 OO0
s 000 00’0 w0 oo o0 NYHICICING d SNYARE NYHY NI NYSTEN 10
ROE TGN A S "FLESENLEEGE | PRS00 LOD OGS
ooe oon oo (1.0} 0L i) VSO NYRYAYT 34 MY DNIO NLHEIE
O VR B0G 506 T GOQERZ'EON OLF | OGDOLSOLSERL | PiZ BEESHONL DNYA BIFYAL NYHY.LKIHENSD RYSNEn
ufueieg yepung sngsums) eBnpin) yepiL Iepow eisdo
umRdepuad YR WIS URERI apoy
elumeg
¥ZOZ NVHYDONY NNHYL

ISYSINYDUD NVO HYHIVO NYHVINIHIWId NVSNEN LNENNIW NYAISYHIZISYIHIO DNYA 08dY NVYEVADNIY
SNVAONIE NILYdNEYH

EZOE mpuasa] | - ehlue]
EZOE Umije ] 20 - sLGHN
yeistg uRimeRy | uRaduer




0290 LOFZE-E202 ped NeleND | TS

T SBUUETEH

\u o S o - a TS NYLYLYONGd il
: ‘a GGl P2 a4 . ooo WO W ANONONSdIH ISYALSININGY i

LS LBE 26 ¥ 0290 E8E E60 e SNOIE NYHY NN Ed NYENEN

i} o e 1} ; LT TR G P Ty R Tt S | s SR e,

oo asey | 900 (0] WTEILELE | goie joorey e | 00000000005 ) drpq veBunyBury seeg | 0000 RLIOODEDLIIZ | M| 2

q 00’0 00’0 govoztisce |2 00'000000'005 "1 iz | z

O'PLO LSLERE 2 OOLEEE0ELL IR NVEINITEDNTT SNVOIE NYHYLNIEIWIE NYSNRN

MY 20 ¢ 00 BEE og'o oo oo ' 201 006 655 oo USRS LRI LN UL ST 00090000 0L EwWL | 01 |

0284 996 656 0o a1 14} ] CHY £ S 6 0o WYHYRY LHE DR OIE NYHY LNIEIWE= Ny Sndn 0| &

1] X . i : i -

el LG TR TR 0o oig ) L S A5 L ORI {0'n LWL LOE RN Uiy iewahoe ) SEig) QOO AP0 ONOLTE | 60| £

w_ﬂ—n..__,nu.ﬂﬁﬂ oo od'o OGS0 'S02 | 00'TRlGAEEELE | 00°0 et URUBEIEY SR O0O0ELDONDD0DBOE | 680 | £

o s 0

o'css ceazazze | 000 oo OO'PSLBREELY | ol ein e | ODO MDY DNYOIE NYHY LN IIND D BYEsEn =

- oo ' oa'n 0 (i WY | poooziooooooeoz | 0| 2

059902 S08°EL 0'59% 08¢ S08 1 wBunpugie ] Uep usndaids UeniepagiLag Sou]

g o0 oG e} s L1 ] M NYNSEESd NeYAYIH e | 2

0'G0F BOT BOR L 0Gs 902 909 €1 ONVOIE NYHYLNIHIWId NYSIHN

1] ; . P e i ) o e

0B YEE S YT 0a'o oa'n DOSIEISOSOF | oo oo gz | O00DD0000S presfuauns) uep ebacy efioun] seud | OOO0ELOOOZEE LT | L0 ) ¥

0 oo'o 0o oo'sieigocor | D 00000000 0S Nrus 0] z

O'6LF FES VOS5 FE OvELCES FaL'vE WERNAL SevrE NyHY LNININ S NS

ol 600 000 o 00 il HVEY NN AY 1S4 NvDNI0 N LI z

GLEGLLEEL DLY TECEEY TO0 Y | LGRS BELOLE | 0P8N VAR ELEH W'thLL SRYA S N LNIBENSd NYSMEn

1] . ] . 1] . S .

0'F0Z GA5SLESF o o ML LBl ELE O LEL LY LSS ='n [FETROE St OO 0RO | ¥ b

1] . . gk oy 0 A

e — L 000 OTLYIOVBIT | oo iev sesge | 900 TVISOS SNVOIE NYHVINIHINGS NYSn g0 |

0 i} R A, ;

ocecaiegsz | 200 00°0 000 oeuases iz | 000 vl Bucwed g uemes | 0000'60'00'000'0S0'L | 50 | |

efuniag yepune sagsumyj wlnprag sepil 1=pow s

umedepusg R FR] YU B ST a0




SLO200 pO-2E-ERO0 Oped YOI | {-al1T

£ Ui
o't ¥ig i ] a4 00000 ZEL'ZE | 00195 a0 2EY o0'a HOSAS Lep eyeuLOjU ISERUnUey Seeg | ODOEL LET0E oL | o2 | 2
D0'LSTEZZHIS | 000 Da'o DUODIZELZZ | 00O PROZES | 000 MLSILYLE DNVOIE NVHY LNMINId HYSNYn 2| z
g 000 00’0 v 0 00 000" 000 052 w0 | cmerczzaiz| e | z
EEE Lol Oe i O CPET IFEE | O ZELEAFOLDOF UBD USEpHWadTy USBABEDNGEY BIEEWIEL PEUI0
g . o o . VOVHHYIO NYD
0'28T 160 vaE 87 o0 000 oAl reS LrT R | CEZLEEFOLDOF 00000 000 062 BSOS 3 TR0 NYHY NI NYSnsEn L z
z . J .. : - : 1 Mg mes oy %
0090 (662626 | 00D 000 00'PEEEOL 406 | 00'FECESIER | 00D e s G B b e | b rzoeworowlT| o8 | 2
MRS LBE TEDS | 000 (£ OO FEEE0L 206 | OO'FEE'PRESIER | 00D D |
MYPVNYNId DNYOIE NYHY LMIHINTd BSansEn
a . . o . .
0 LB G20 201 000 oo'n 00" L8 LrERLE T TR oo yefusuny vop ey BuRen 'meEdoy s OO0 OO EL S | LB &
1] ' t o HYTHRNENIW MO 11030 YHYSN
o'zewezoczse | 000 bl WARIPEME | goryegrogial | P00 IS VHISON DNVIE NVHY LNINEINGd NYSMHn L
o o 0 _ .
AR a0 oA | R TI £ NOSHIG Ep MyeLG Y oy seng | 0ODO'EL LZZOZELT | 5L | 2
8 : o a _ VALLYWHOSN NG
0555 LIZELTBL 00'a 200 OrIEERIOSE | D' LBLSSE LLL AL 030 FEWHEINMSOH DNYOIE MNYEY LN NYSnEn oE £
(1] 3 A 00 ¥} - ! y e
B E L0 65T B0l | oan SRR S0s Lz | 0620 PEE RSB D 9E IS ELLE _.lf.:.ii._.l& SN0 0000 8L 00000 0TS E | S '
00 | 00 0 . NYONNSNHY3d
‘aieconesen | 000 0o '‘Seepa0 S0 22 | D'seaveecarny | 0O 9ELISEELLS SNVOIE NYHYANIHINEd NYSOEn B
1] » 1 0 Lot alie e | i s
vesszeovoz | %00 ks 008OF PS40 | gosecrwcoves | 00 eliryes; UBD NAPADUSY uBepUNRIng soug | D000 LVO0DDOOIE | ¥ [ 2
o . 00’ oD ooeoreog 68 | O 000 VOHYITTEN NYO $NONONTd N TYONIONTd | z
0802 L5 10N OZ O0GE £Z8 E0V Bl SNYOTE NYHYLNIHENSd NYSIHN
a 1 ] o . N I
009G S 5L 'SE 0o (i) vaiiserer | oosvostizace | 000 esa(] uip [eykeisny ueniepagquesd seug | 00D0CGLDOOO0ORLE | EL | 2
0 i s g D T WE30 N0 LRYHYASYIN NYYAYONIaNId ol
0985 Si9RCLSE HOLLGRPLES L | 00Lv D8l LEEEE BINGOIE R LNIH S HYSTisn
ﬁ i - ﬁ .
O ANS LRY TRL b 0o oo 00'e9L " FE0 660 0296 9T £50p7 o0 !r_m.gﬂ_ Lp _.I#_%Eg ODOO SO0 OEEE | 24 4
efumjeg yupeng FETL T wlnpua) yepl 1#PoR jErsadn
umpEdEpseg LRSI LWL PR STL) apoy




CUIBEDL L0 I-E20F 0pid oD | IS

I UL
f a . 0 a . e

/ g'o0z 1sa ey | 000 00’0 e - T LegenpuLe uep eBusBiopiad seu | SOOO'BZO0TIEEOEE | 0E | £
o . o o : HYSRYEVOHId
o'00z e reasy |00 oo O'SSSEOCENN T | O'sva Ly Lapey | DU00000CT0S0 NI NYHY.LNINIWEd NYSNEN % £
0 0 0 e
ozoersersegoe | 000 ok 0'deeveL seae | ogiwieceescs | 900 ueunganiag Seud | 0000 SFONO000LZE | 12| &
a ; ] : ; ; : ;
OEFT LB OPLLL o0 0a'a GEL LT gSE 00 ¥S90PLEREE | DO'000 000G UEEUIAAG UBR RangrineH welueg musmue ] sEag | 0000 IFDO D00 UTE | 4B | &
o " a u] " .
0 LS BST LB LY od'n oo NZRLGEPTE0E | OB TEL BIR I OO OO0 D00 S 1 MY LT DNYOE N LNIIN S NYENEN Fi'4 E

: . o : e ] efiensmn
DO'0EZI5 L5658 | 00'0 oo’ 0'000'ses Bozy | QOSIERE LY | 000 P UBepnsdey ‘Uinienngey ‘Nl snay | ODO0ZZECEICTBIT (02| €
0'DAES T05 1558 | 00°D oo 0000 BHS 80T ¥ oonEa e i | OO0 W LYSIAHY D DNYOIE NyHYLNEHINId NYSTEHN k! £
a . . ] . .
T L L D' L o 1 veuENuad SN | 0000 FEO0000NDSEE | 82| £
(1] | L . 3 i 1] MY AIETT Nl
O BRSO SaaELE L L oa'o -y 0¥ RIAE0F NG 0908 2097 B0 LL 0o NYLMY T3 D OiE NYHYLNEIWd SN L €
00 00’0 00’0 % o 00 D00 000 549 MVHETicd NYHYLNIZINEd NS £
‘OFEESELALALL GEH DR ZEL G | GREEWE BT D01
0000 200791 Do'o Vi) 0o 0000 Z00' 56 o utrdra sy U URER S s Seeg DOEZOODPEZEZE | K2 | #
DO0OF ZO0SE oa'a o' oo 0000 20055 0a'0 N AESHYEN DNYTIE Ny Y LN NYENEN [ i
0 ; : P i . ;
i e aove | X0 oa'n OLIFIZTLIE | o eonicne, | 000 UBCIETY LBD UREYETRNG L SRUI DOEEO0OVEZEETE | EZ| E
(1] i i} WY LS T
ozisezesorst | 200 oo’ WLFIZTLR | o iczoratsr | 200 ENVOIE NYHYLNIHEW I NYSAHn i B
USITOIgOMY | 000 g 0000000V 68 | DUSIZQIWERLE | 000 P UnepnUsdey Ureiopngey TeeMeg sy | PO EERETTOT | &
DOSLEME S | 000 m'o BOD0000F 68 | OXSIZOMVERLE | 000 WYY AYONETH DNYOIE NYHY LIS Ny SnHn e I 4
O0'FEL EFF EFF 0o 0a'o o0a 00 P Ery EbE oo NSNS A ENGIAIOU] TEEUETLED Y S0 D008l LEE0EEBLE | I E
DO'PELEFFERF | OO0 00'0 i) DO'WELCYEERF | 0000 NYIONYSHID SNYTIE NYHY LN INEd NYSNHN iZ| z
wuueg Yepne i eBnpua] wupil POy LT ]
umyedepuag R YRULIaa e apoy




SLOZDE LO-EL-CR0E Bped e | -1

G UGB
/ o e 00’0 o' 0 . o e Qa0 vewops | 0000 ZO0T000ZYY | 20| #
SIEPSLIBOTLL 0'0ZE0ZL6R0Z | ‘BRGCEI 2000k
o PRl oo'o L] | o' Q] LYINVAIHNIS 20| ¥
GICPSLLBOZLL O'SZ6H0Z1 6RO | 6 TEIZO0OLL
OO SLERI0E | 000 i ] o' OO0 ELTRIOE | 000 umnyny umbeg | CLO0LZODOBOSIOY [ 10| ¥
UGS Sz B00E | 00'0 oa'o oo DIELSOZL 800 | 000 DUy VS UEELRIUAHY Lihbeg ZRO0 AT DRSO | 10 F
DO/ SE VRZ BLE Y | 0070 oo'n oo O0'SO9 PEE B4R Y | 000 pesuebin oeled | LLO0LE0D0R0G L0 | 40| ¥
DO'ZEORDLDOEE | 00D oo 00000 PEE P | DO'ZEDHAFTISLE | O0°0 ooyl elieq | DLOO (2 DDTROSLOY | 10| ¥
0U'PLTELFE2EL | OO0 0o 0a'0 00'riEEIYRTE'L | D00 sweselioy uedieg | OO0 IZO0URIS IO | WD | ¥
008y PEERLL'L | 00D oG oo'o OOCBUF PEE RLL L | OO0 iy wAEg mequing uefieg | G000 LZO00000SI0Y | 10| ¥
uni.u._ ey | 990 00'o 00’0040’ 000 54 uﬁ.!ﬁ—rnﬁt.ﬂ. oo nelyey ueeimyefesoy umbeg | L0D0LZ000ROS 0N | 10| ¥
00'Fil DBE'BSYE | 00'0 00’0 o0 DO'FFL 0B6ESFE | 00D uBmjsLa BE | umBeg | G000 L0000 RO | 10| ¥
0O'sPEEEr LESL | 000 0o 00’0 OO'SPAREF LRSL | 00D upunBuequsa SEIBUNDY unbeg | SO0 LZO0090SEOY | L0 | ¥
00w 905 B59'L | 000 00ty 00 FIFLL | DOBEELEELFL | 000 ESer uip Burieg Leepefivag unbeq | R000 2000000 I0F | 10| F
DOOOFSLEBEEE | 000 [ ] 000 00'000'S16 BZEE | 000 usLdLLy [SERUNLTY UBD ycKold esbeg | COO0LZO0OBOSLOY | 1O | ¥
Oy ver v | 990 il dezaoivers | Oviscoossia | 00 iy vedeg | Z000LE000S0SIOY | 10| ¥
i : 00’0 00’ g ol 00'0 HYHIVO LYty 635 w| r
LR PR L OSOTSEE0LE D | "EWEECEETE e
__“..-w..n___tﬂu.ﬁn 00’0 000 M_E.n!ﬂu.ﬂ ﬁnhﬂuﬂ. vz | 000 NYHYLMIEIN S NYEMEN SRITHNONSd HSNn ¥
D095 L SEE GEE oo oo QO S00 PaE e 00 LS 20 ZEZ ik rribausue) | vep eliey efoua) sow | D0ODLLONOZECLOZ | 28| €
00951 ST ST | 00D 00’0 DOSDOMALE | 00MSHZROZEZ | 000 B L e x| e
OOPSONOGERELE | DOD i ] ooa O R0 066 RELE | 000 LSNPl LD ueBuefionsa g s DOOOBEE D' LEE'DE'E | ME| E
DO'POODBEERLE | 00 00’ b0'0 00'FO0'0SERALE | 000 S et o i| ¢
elurjag yejwns dnjsuni) wfinpuag yepiy ] iy
S ueprdepuog R YIjULEWIO] WeET poy




CHOEE FO-TL-EZ0E Upod YOl . [0S

wlurjeg

0 LSBLIEE
o ; Lt 0 ] iy

T T 0a'D LT e — ymiseq wiopedsul | 0ODOYEOOTDA0I09 | 10| 9

a R o i

O REOSPOTLL 6L L 0a'o 00 000" DO0 9HE 0' 260 OP0 925 91 oa'a HYHE L0 LTSN o |

o . . . o :

O SRS 2L BL oo oo 0000000 aas O B O 98T HL 000 MNYHYLNIHIWEE NYSIHN NySYRMYSINS HIMSNN 9

Q0 GG L6 6L i EL ] R 0aa (HF 596" 16580, aa'n USRI | ussifieg PO IE 0TS LY | B0 | 6

M 598 8RGO oo [ ] oo 00 506 L8R 504 00's MYV IV N I0130N3S i 5

a . . T o e o e

oeas vty | 200 ot 00 LOLSEHE8Y | rosozae-zolis | 990 ueGuequsaliu,) U USMeEE ) LSRRG | 0000EE'00'0000'S0S | S0 [ S

o : . N o

e iy || 0em 00’0 DOLOLSTL B8 | forne oy | 000 NYONVENIONTS N0 N3N | g

OUPELSEEELIE | 00'D 000 000 OU'BCHOBEBLLE | DO'D R LB UEWENIU UsemelEday LEDeD OUZCOOORISEDS | %0 | ©

REL2BEELLE | 00D i} oa'a OOREL'@EE RLL'E | 'O HyHLLY T34 NvO NYHII0ONTd | 5

1] " i e

rreaevace | 200 o' OO LIV b LB O 98T 00K CO0 81 0 D0 00 i Umjled Uep iR unesefiedey uepeg OZEDOOWISEDS [ £0) §

00ZLLLLLOGLS | 000 00'0 oo'o 0OZLLLLL0SS6 | 0a'D miseg ueunBuBGLAd LEIUESUNNL UBRed | QODO'BZODTDODI0S | to| ©

o _ : : 0 _

Pl oxa oz | 080 00’0 00'LLOBIVUEE | oo x| DUODIO00ON NIV 3434 eo| s

0 00’0 000 d 0 00 yesE veedepuad uepeg | 0000 LED0'OO0GZ0S | 20| g

O LB DE0°ES 6 DOLLOPIBLL L | 0125 WRC SEE P | 'D000FESLL LEL

0 g ] o0 o 00°L

DOTLOZLENOLD | BOUBLLZBEELS | 0ZLSIEVEYZE | BLL ML 0LPOZ | DESFSECRLFRS | FTSLE LZ0RET yesoeq jesy up efuenay Useopfusd Uped | D000UE00000TE0E | 20| 8

(] o' o' 00 o0 o't

EF ST ERG 6.0 | BOLBLALLPE RIS | OZUSIEPEYED | ERT LAEEMYIZ | RALBLL99EOLL | BESIODELEIYE et ] [

1] . . 0 : . -

s | R 000 TR RILO | e s | 000 esong uRunBuRgUAd LERISURAG VEDER | 0000'GZO00DOTIOS | 10| §

i i o

- WS 00’0 LT T S— NYYNYONT 3 o| s

i) 0 o’ (r] 00 oo's

ZEY0GL 024G, | BOURLLLREELS | 0ZLSLEVENZE | LoV ESOIZOEE | 'S Tee sz el | eesigwczorye | NYHVLNIMIWIC NVSNUN ONVINNNGd HSNN %

efusieg ysjwne dapEami ] efmpiey wupiy Py jsuiado

unedepuag YeIsEQ YUy LEsnin spay




SLO2G ) L0-FL-EE0E Mo ¥ | Y-S

.m.ﬂ..,:

orssivooas | %00 i Osasoizzovz | earsorssyes | 00 it usaiel WLk b Uit T B
00'LELGSS BT | 000 oo'o 00061 LL000G | O0°LISZPSLO0E | 0070 g ung UrgRnEy | LLO0ZF0000'0000L0°L | b0 | 4
(USLT 659962 | 00D on'a 00'000'00FeEr | DIELZ'GERSEFT | 007D Fipfi) BUEBM UTGEMIEN | OLOGZR00000a 0L | 1| &
00091 28805y | 000 on'a 00'081 210005 | 00000 HLIE0SEE | 000 fveg ysen vegnEy | G000 ZFOD000TL0L | 0| £
DOBET ESL MBS T | 00D 00D 000 L0005 | OO'REFSELBRET | 00D [Pueyy Buee ) veyemmnpny | @000 ZF 00N0D0OTAOLE | 4O | £
00'LELR0LTBOT | 00'D 000 0009 LL0P00S | 0O'LIGIEZES'L | 00'D anuy ung egEmey | J000'ZrO000000N0L | Lo | L
00'0EY LSE0ELT | 00°D 00’ O0HELDARBEF | OOZ0L €S0 L6l | 0D iery HieE UTyRInEY | SOO0ZFO0000'0TLOE | 1O |
OOBLEQITSEHE | D00 00'0 00°0GL LL000S | OD'ESOESZSELE | 00'D uBQUIEr Y URURINEN | FOODZFO0O000NDL | 10| 2
D0'6%6 FLES09 L | DOD oo'g DO'oaL LA0ND0S | OOVERLLEL'S0TL | 000 esoios Bumeg ueymingy | CO00ZRD00O00TLOE | 40| 4
OO0BZ BLS LOVE | 00D 000 00'001° L0008 | DO'OZLBEY L0ETL | 00'0 WEIETENOEE USYRINEY | ZOOOZYO0OO0OLOY | 10| 2
_“. rsrees giae | 000 oo 00" L0 ZLE ST M.E-i-.!s.ﬁ 000 EPURY UETRLIEIY 00 ZYO0UoU0LoL | 10| &
OERB0L68ZE | 00D 0a'n OO LEVEFFSE | OO'EES0NEFAVE | 0070 B Iy GRS | 00007 L R000000I0L | o | 2
e | 000 S R Sk et D sy ummweood | GOO0OFOOTONTIOL | 10| o
00'ErE LRLOZEE | 00D i M._.i_n.:.q Loy | DUESESLVERL | D00 IUIEEY) Mpusg EsuEaYy | D0O0EE000 DD o EoL | o) 4
O0SLEEVS IESE | OO'D 0’ 00000 ESE Gk | DOSIRESTLB0E | 00'D P jesg Latn ey CO00 BE 0000 eod | 1| J
O ISE 800000 L | 00D oo O0'TO0TDLY PIS | OO LSE CESCR0 | 00'0 Bunees efune veyeined | LO00 AT D0OD0TLONE | 1e | 4
DO'9R0 PRI 9EDE | DOD 0o OO LIETHGIE | OO'GEZIELE2RE | 00°0 gy IhG usingioay | 000 L0 00d et | 0| L
DOCEFZZEFILE | 000 00°0 OO'LPREZOOML | DO'BESBSE NG L | 00'0 uEeE ueRweoed | Q000G 00O0TIL | 10 | &
“_uﬂ.h..n.nﬂ.___.— 00'o ] 00'86Z 205 LEL M.wmu.-__w_...m_.um_. ola by uERLMESSN | GO00CSEDO000000L | B0 | 4
T L ore - ﬁhﬂﬁ.ﬂtﬁ o' NYLYAYIIN L B
e 00 0c'o e ) 00’0 NYHYAYIMIN BISNG L
BZERRY RO L WOBYOYIrL | ‘200222 ZENLSE

efungeg yejwng IajauRi] whinpua ] yeplL Iepow |seiadgy

uirjedupu ey RSB URMILIOWE UeSIL] apoy




SEOZ0E LO-EL-ET0E SPDd YOIeD | [CalS

3

0a'n a0 oo (1] oo fisuye miuns sswseyEng | SODTFZ0O00ODOOZGE | 20|
o 00 o0a ] oo o Buequuey Stusaying SO0 EO00000ENL | 20 ) 1
aa'a no'a oo 00 o' a0 MG ARG SRUBEYENS | pODOT0000D00T0L | 80| |
oo’ Dy g i ] g L1 o] o' LY S S 000 00000 Iyl | 20| &
aia o' oo [ o' i) mng Bussmued seussyeng | ZOO0TO00D0OOODO0ENL | 0| 4
oo 0o e oa'a 00'n oo'n sqeyfiuog sy PO IO D00l | E0 | &
oo'n o' o0'a oa'a o0'a 0a' MY YVHISIH DRI NvHY LMD NSITken 2 b
o' 00'0 000 00'0 00'0 a0'o YA E._...._._r z._._viu..____zﬂ.mzn_____ ﬁﬁm ;
O DL B £ o4a oaa a0a DO'QLE E00° 469 ooo TRTRIEY URELEEy O ZF00'00aL0L | X | X
(0" EE L B0 G (il oo 4] 00'5Z L GE06E 000 uEENpUUS, ep ueluelepag seng | DOODEEOOOLECODE [ Xx | X
OGP EIFELES | DOD oo 1 O EEEZFSIEE | 000 L I A MDR USR] R DY LEQOOONDELE | X | X
DIOD0'OEE EEE | DOD oo o' DO'OD0 026 BZE | 00'D wfispinB USD JAORPUS UBEpUAtus teug | DODTLLO0DD0TIIE |06 | X
o0'vel'BEZOLF | 0O ao'n oo 00'¥rlBEZ 0L | 0O'D ueliue urumgmEy sEn0 | ODOELDDNTDODEDTE | N | ¥
n i & u
osesesrievos | 200 000 00'a e B EINVOIE NYHYLNIEINE NvSEn e | ¥
3 oo 00D o0’ 0 aoa WWSIRN HOM ®
OFRSESH LE9'0L 0's#S ES9 L 890l
(1 Fe i ]
UpsEELg0sE g | 0 ] QUZBLBMFOZE | o cny pra g | 000 $og Uep esfiueg uerqEssy UepedE | DOOOEF000TO00L0'E | MO | @
0 : i ;
oseszrosey | 00 po'o O0'26L BEY BEE | porr-gor smayg | 000 MLLIIOE NYIO YSONYE NYTLLYS3N | @
o ; ; 0 .
o'seeciroca g | 900 o' O0'ZELBRIIEE | ponmcn pav e | 000 PINEN B LETINEd HSMn ]
L] 0 et P
rorsigeren | 20 o] otziEre oo | Q0LYE €BEL00E | 00D rpusnyy Buee ] unmiesely | QOO SRO0TB00IEL | 10| 4
o} e (1} : gl
o roses oy, | 000 oo’ OOPLEUZ YT | opcvne ooy | 000 UBdROS UNIRE LIRS | 0000PR00'0000 0L | 10| 4
Efussg yejuung Jagsumi) wfnpia] gupil poR pEmsady

umprdepaag L{ES0RE] oL s LR oo




CEDETL LOFTL-E20T Uped Yo | [0S

9 0RO LOETSTE P H.—ih__..__!—u “ﬁn—iﬂ H.ﬂuﬂn.ﬂhﬂu “...wﬂ.#ni—u..n ?Hﬂn L

D0'o oad Gao oo'a a0 oo'o I URR ] e | D00EFOO000 ML | 10 ) L
oxo ooa oo oo'a L] 1 ki) Ejry g VRN D00 ER DO OO LOL | 1D | 2
000 000 000 00’0 00'0 00’0 ey Bunfuey ey | #OD0OFO0DO0OLOL | B0 | £
ooy o0 oo'a o ] 0o'o welieg vegmniey | E000'0F00'0000LaE | 1o | J
o oo o' 0a'o g oo FRag LeHmaney | ZO00Me 00 0n00gLad | | L
00D oo 0a'o 00'o 0o'o o fumlued roeg vegeeniey | LO000RO00'0D0ONIO'L | B0 | L
0a'o 00’0 0o 000 (i} o SfEDuSE Mo URRMIEY | EO0SE000OFTLOE | 0| I
oo o] g ona o 00'c Bundwoas eouuny usEmY | Z000SE000D00eL | 1o | J
a0'o 0a'0 oo'o 00’0 00’0 000 uCRUEQ UeURINEY | LOODSEDODODONDE | 10| &
a0'a oo 00D 0o'n 000 0o Yesang pumeanes | D000 000EITENE | 0| ¥
oo 00'0 0o'o 0a'o 000 00 Buepagy Ounfue | seweaysng | BIO0Z000000 00020 | 20 | 4
no'o L ELH Ll Qoo [ ] ooa ey e smusagsng | @002 0rErL | 20 ) 4
oa'o 0o'g o' oo'g oD on'o Buefuey nieg sewseyeng | JL00Z0000000Z0L | 20|
00 000 0oy 0o po'o oo Bunseq wangy seusssung | SL00200000000020°L | 20| &
0o'0 o' 00’0 000 oo o0’ efueges seuseaysng | SLO0ZD000ONOZOL | 20|
oo'o oo i ba'o oa'o 0o’ iButay (ies sruseyRng | LO0ZOTO0N0D0DTE0L | 30| &
00'0 000 od'n w'o 000 00'0 rpny Busgewiag shwseeng | CLODZO00000OZ0G | 20| &
oo'o ooa oo 00'0 oo aog L] SEUGEyEn SI00'Z000CrDaorencs | 0 4
1] 0a'o 000 00 (1] i gi] LUE By FETEE) STLISEYEN LIDD 20000 yEre | 200 |1
g oo oo 000 0o'o 000 Jefuges sweREng | 0I00'2000 00000 L | 20| 4
oo oo'n 00 oo oo'e ' uhEy jopes sewrsyeng | BO0O'Z0000O00E0L | 20| 4
oc'o 0o 00'o oa'o oo 0o URWY §NOIT) SEUSENENG | BO00Z0N00TIN00r0EDL | 20| |
oo 0o 00'o ooo 00'o oo uniufifon) sewssyend | LOO0ZO000D00ZOL | 20| &
wfumeg ymumng JajEuR | wlnpsag sepiL L2 jERiadny

umedEpaa g WEHHR YRR IR apoy







